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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LK]j) Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (DCP) Triwulan
Il Tahun 2025 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus
juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja DCP dalam
melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat DCP sampai dengan
Triwulan 1l Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja
sampai dengan periode Triwulan 1l Tahun 2025 untuk memberikan informasi
kinerja yang terukur dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya
perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat DCP.

Secara umum kinerja Direktorat DCP yang diukur pada Triwulan [ll Tahun 2025
termasuk sangatbaik. Capaian kinerja positif Direktorat DCP Triwulan IIl Tahun 2025
antara lain dilihat dari intervensi pelaksanaan output yang sangatbaik pada Triwulan

[l Tahun 2025 Namun demikian pencapaian tersebut masih periode awal dan perlu

diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja untuk seluruh

Indikator Kinerja DCP kedepan sampai dengan berakhirnya Tahun 202 5. Komitmen

dan kerjasama semua pihak, baik lingkup Direktorat DCP maupun dengan pihak
lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerj a yang telah ditargetkan.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal
maupun eksternal Direktorat DCP atas tersusunnya Laporan ini. Kami sadari, apa
yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan
kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami kedepan.

Jakarta, Oktober 2025

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan

wmoan  Ditandatangani secara
( M, elektronik oleh:

Rachmi Widiriani
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (DCP) dalam rencana kinerjanya
memfokuskan pada pencapaian Sasaran Strategis (SS)berupa terwujudnya

ketersediaan dan stabilitas harga pangan untuk mendukung kedaulatan dan
kemandirian pangan . Untuk mencapai SS tesebut, pada Triwulan 11l Direktorat DCP
mempertanggungjawabkan 1 SasaranKegiatan (SK) yaitu tersedia dan terkelolanya
cadangan pangan dengan indikator kinerja yang telah menjadi Perjanjian Kinerja

Direktur DCP Tahun 2025 Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan,
Direktorat DCP melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara
periodik per -triwulan.

Sampai dengan akhir Triwulan 1l Tahun 2025 jumlah indikator kinerja yang dapat
diukur sebanyak 3 (tiga) buah yang merupakan indikator pada Sasaran Kegiatan 2
(pada SS ). Berdasarkan pengukuran kinerja periode Triwulan 1l Tahun 2025 secara
keseluruhan indikator kinerja yang harus diukur pada Triwulan Il Tahun 2025dapat
tercapai cukup sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rinci, kondisi
capaian indikator kinerja Direktorat DCP sampai dengan Triwulan [lI Tahun 2025
adalah sebagai berikut:

1) Rasio pemenuhan cadangan pangan terhadap target dapat tercapai persentase
kinerja dengan progress sebesarl28,68% dengan kategori sangat baik .

2) Jumlah pengelolaan cadangan beras pemerintah tercapai sebesad.503918 ton
dari target 3.000.0003.500.0000on dengan kategori sangat baik .

Adapun dari sisi anggaran, secara total pada periode Triwulan III Tahun 2025
Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangantelah merealisasikan anggaran sebesar
Rp2.403679982711- atau 2692 dari pagu yang dikelola sebesar
Rp8.929819651000;. Jka dibandingkan terhadap target capaian realisasi pada
Triwulan 1l sesuai Rencana Penarikan Dana Dokumen DIPA Halaman Il yaitu
sebesarRp2.415058160.000-, maka capaian realisasi anggaran TWI1 sebesar99,53%.

Dengan demikian, dari target anggaran yang telah ditetapkan untuk Triwulan llI
dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Direktorat Distribusi dan Cadangan
Pangan padaTriwulan 1l masih berada diatas target sebesar18,47% (yaitu 18,53%)
Namun, untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya,
perlu dilakukan be berapa upaya dalam rangka pengendalian.
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BAB | PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong melalui terlaksananya
pembangunan nasional di sektor pangan, beberapa isu domestik yang perlu
diwaspadai di sektor pangan yaitu isu kris is pangan serta aksesibilitas pangan yang
berdampak pada masalah kesehatan. Untuk itu kedaulatan pangan menjadi penting
dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Badan Pangan Nasional telah memasuki tahun ke-4 pelaksanaan amanat Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Badan Pangan Nasional
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Untuk
merealisasikan tugas tersebut, pada Tahun 203 akan melakukan beberapa program
dan kegiatan mendukung prioritas nasional yang merujuk kepada Asta Cita
Pemerintahan Republik Indonesia Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Program dan
kegiatan diselenggarakan dalam rangka membantu dan mengawal tugas dan fungsi
Badan Pangan Nasional sehingga target knerja Badan Pangan Nasional Tahun 203
dapat tercapai.

Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka pelaksanaan program
dan kegiatan tahun 2025 akan berpedoman pada: Rencana Strategis Badan Pangan
Nasional Tahun 2025-2029; Rencana Aksi Praggram dan Kegiatan Tahun 2025; dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dalam rangka mendukung upaya menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut
diatas, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan sebagai salah satu Unit Kerja
Eselon 1l lingkup Kedeputian Keters ediaan dan Stabilisasi Pangan diharapkan
mampu menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan mendukung terwujudnya
tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan yang
merupakan visi utama Badan Pangan Nasional. Perencanaan yang matang,
terstruktur, dan terukur telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputi
Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022024.

Laporan kinerja Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan periode Triwulan IlI
Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan
program dan kegiatan dan capaian kinerja Direktorat Distribusi dan Cadangan
Pangan selama tahun 203, laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi
peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Distribusi dan Ca dangan Pangan pada
periode yang akan datang.

[.2. Dasar Hukum

Badan Pangan Nasional melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional

2. Peraturan MenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
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3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 €ntang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional

Rencana StrategigRenstra) Badan Pangan Nasional Tahun 205-2029

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan

Pangan Pemerintah

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor:
SP.DIPA-125.01.1.690590/202 tanggal 2 Desember2024.

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor:
SP.DIPA-125.01.1.690590/203 Revisi ke 13tanggal 19 Agustus 202.

oA

I.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Direktorat Distribusi dan

Cadangan Pangan merupakan salah satu direktorat pada Kedeputian Ketersediaan

dan Stabilitas Pangan yang berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Badan Pangan Nasional. Salah satu direktorat yang berada dibawah

Kedeputian Ketersediaan dan Stabilitas Pangan yaitu Direktorat Distribusi dan

Cadangan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan,

dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan

sistem distribusi pangan serta didukung dengan penyelenggaraan fungsi :

1. Penyiapan koordinasi di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan
sistem distribusi pangan;

2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan
pengelolaan sistem distribusi pangan;

3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan
pengelolaan sistem distribusi pangan;

4. Penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan
pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;

5. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan;

6. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan
pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan;

7. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang cadangan
pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distrib usi pangan; dan

8. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

[.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Triwulan 1ll Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2025
disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan
kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021
Tentang Badan Pangan Nasional.

Tujuan penyusunan laporan Triwulan Ill ini adalah: Menilai capaian kinerja
Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan sampai dengan Periode Triwulan Il
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Tahun 2025sesuai Indikator Kinerja Sasaran Kegiatanlingkup Direktorat Distribusi
dan Cadangan Pangan.

|.6. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui:

1. Pengukuran atas SasaranKegiatan Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan
sampai dengan 31Juni Tahun 2025 berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Tahun
2025

2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU periode Triwulan 1l
Tahun 2025dengan target keuangan keuangan sesuai lembar ke3 DIPA Badan
Pangan Nasional.

|.7. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

Bab | PENDAHULUAN , yang mencakup latar belakang; dasar hukum; kedudukan,
tugas dan fungsi; maksud dan tujuan; waktu pengukuran; metodologi pengukuran
kinerja

Bab I PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA , mencakup Renstra Depulti

Ketersediaan dan Satbilitasasi Pangan, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan
Rencana Aksi Pencapaian IKU

Bab Il AKUNTABILITAS KINERJA |, yang berisi mengenai pengelolaan kinerja
Badan Pangan Nasional, Capaian Kinerja Triwulan 1ll Tahun 2025 dan Realisasi
Rencana Aksi s.d.Triwulan 1ll Tahun 2025

Bab IV PENUTUP , yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan
saran untuk perbaikan kinerja.
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BAB || PERENCANAAN DAN PERJANJIAN
KINERJA

II.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2025

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di
Badan Pangan Nasional, Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan Dan
Stabilisasi Pangan menjadi dasar bagi unit kerja eselon Il dalam melakukan
penajaman terkait Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan
dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis balance Scorecard (BSCi
lingkungan Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan.

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2028029, Visi Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 20252 029 adal ah oO0Bersama | ndones:s
|l ndonesia Emas 2045 &akil Rtesglen pdela AstiCdaeka dud, a n
OMemant apkan sistem pertahanan keamanan neg
bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital,
ek onomi hijau, dan ekonomi bir uddan Wddiht uk mi
Presiden serta penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pangan Nasional
telah menetapkan visi Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022029
yakni:
OTerwujudnya tatakelola sistem pangan nasi
berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan
dan kemandirian panganté
Yang akan dilaksanakan melalui misi:

Menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan.

Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.

Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.

Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.

Meningkatkan kualitas konsu msi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

oO0hswWNE

Kedeputian Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan terfokus dalam
melaksanakan misi penguatan ketersediaan dan cadangan pangan, serta
pemantapan stabiltas pas okan dan harga pangan baik di tingkat produsen maupun
di tingkat konsumen.
Tujuan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yaitu:

a) Penguatan cadangan/stok pangan nasional

b) Pengendalian ekspor dan impor pangan
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c) Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok
pangan

d) Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah

e) Penguatan sstem logistik pangan nasional

f) Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen

g) Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan

2. Sasaran Strategis Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan

Sasaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan disusun berdasarkan
Renstra yang fokus dalam mencapai:

1. Peningkatan ketahanan pangan vyang berlandaskan kedaulatan dan
kemandiria n pangan.

2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan
organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi
dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem
pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk menc apai ketahanan
pangan melalui 3 (tiga) aspek utama dan satu aspek pendukung: ketersediaan,
keterjangkauan, dan pemanfaatan; dan aspek pendukung lainnya. Direktorat
Distribusi dan Cadangan Pangan akan mendukung pada Sasaran Program 1 (SP1)
yaitu Terpenuhiny a ketersediaan pangandan diturunkan ke SasaranKegiatan 2 (XK2)
berupa Tersedia dan Terkelolanya cadangan pangan yang akan dicapai melalaui 3
(tiga) indikator sebagai berikut:

1) Rasio pemenuhan cadangan pangan (beras);

2) Jumlah pengelolaan cadangan beras pemerintah ; dan

II.2. Rencana Kinerja Tahunan

Kegiatan lingkup Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2025
dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan utama berdasarkan Klasifikasi Rincian Output
(KRO)/Rincian Output (RO) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal
Badan Pangan Nasional Nomor: SP.DIPA-125.020/2025 pertanggal 2 Desember2024
dengan alokasi anggaran lingkup Direktorat Distribusi dan Cada ngan Pangan sebesar
Rp.24.763150000; (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta
Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Namun pada Bulan September sesuai DIPA
Revisi ke 13 Nomor: SP.DIPA-125.01.1.690590/202 Tanggal 19 Agustus 202,
anggaran yang dialokasikan untuk Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan
meningkat menjadi sebesar Rp8.929.819.651000; (Delapan Trilyun Sembilan Ratus
Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima
Puluh Satu Ribu Rupiah) .
Alokasi anggaran tersebut meliputi pengalihan anggaran dari BA BUN Kemenkeu
untuk alokasi penyelesaian pembayaran penyaluran bantuan Tahun 2023-2024 dan
penyaluran CPP Tahun 2025 dengan total anggaransebesar Rp8.922080.628000;
dengan rincian sebagai berikut:
1) Penyaluran Bantuan Panganberas untuk penanganan bencana alam Tahun 2023
sebesarRp25.682104.000;; dan
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Penyaluran Bantuan Pangan daging ayam dan telur ayam Tahun 2023 sebesar
Rp10.748236.000;;

Penyaluran CPP untuk SPHP BerasTriwulan IV Tahun 2023 & Triwulan | | 2024

sebesarRp2.107.431.299.000;;

Penyaluran CPP untuk SPHP Jagung Bulan November 20233 April 2024 sebesar

Rp141898794.0005;

Penyaluran bantuan pangan daging ayam dan telur ayam Tahun 2024 sebesar
Rp113.588.264.006,

Penyaluran Bantuan Pangan Beras Periode Juniuli 2025 sebesar
Rp4.973.877.780.008,

Penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk Penanganan Bencana Alam 2022025

sebesarRp8.996.656.000;

Penyaluran CPP untuk SPHP Beras Bulan Junid Desember 2025 sebesar
Rp1.307.155.014.008,

Penyaluran CPP untuk SPHP Beras Bulan Januarid Februari dan HBKN 2 025

sebesarRp154.102.481.000dan

10) Penyaluran CPP untuk SPHP Jagung Tahun 2025 sebesdRp78.600.000.006,
Secara rinci, berikut ditampilkan anggaran DCP per klasifikasi rincian output pada
tabel 1
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Tabel. 1 Alokasi Anggaran Per Klasifikasi Rincian Output Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan

Badan Pangan Nasional

Tahun 2025
_ DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA Pagu
Kegiatan/RO/KRO DIPA AWAL Revisi 1 Revisi 4 Revisi 6 Revisi 7 Revisi 10-I Revisi 10-11 Revisi 13 Non Blokir
(25 Mar) (28 Apr) (18 Jun) (3 Jul) (3 Jul) (19 Aug) (Sept)
Revisi DIPA :
. - . Revisi Relaksasi - SP SABA
Blokir pasca | Revisi Tambaha] Revisi Tambahan S Pembukaan Blokir Penyaluran Revisi DIPA PaguAnggaran
. Efisiensi SP SABA SABA SPHPBeras Banpang Juniuli i Revisi DIPA : yang dapat
Keterangan : untuk Kebutuhan - SPHP JuniDes . .
Anggaran sesug Banpang Tahury dan Jagung Tahun Reviu Penyaluran 25 o5 - digunakan sesuai
Inpres 1/2025 2023 20232024 CPP - Kurang Bayar Aplikasi SAKTI
Banpang Stunting
2024
AEA.003 Koordinasi,
Sosialisasi, Bimtek,
Monev dan Pelaporan ]10,763,150,00, 10,763,150,00] 10,763,150,00 10,758,150,00 10,758,150,00 10,753,150,00f 10,753,150,00] 10,753,150,00 6,599,177,00
Distribusi dan
Cadangan Pangan
AFA.003 NSPK
Distribusi dan 2,200,000,00f4  2,200,000,00 2,200,000,00 2,000,000,00 2,000,000,00 2,000,000,00 2,000,000,00( 1,994,900,00 377,521,00
Cadangan Pangan
ABR.003Rekomendasi
Kebijakan Distribusi 4,000,000,00{ 4,000,000,004 4,000,000,00! 4,000,000,00 4,000,000,00 4,000,000,00 4,000,000,004 4,000,000,00 599,954,00
dan Cadangan Pangan
QMA.003 Data dan
Informasi Distribusi 1,000,000,00f 1,000,000,00 1,000,000,00 1,000,000,004 1,000,000,00 1,000,000,00 1,000,000,00{ 1,000,000,00 162,371,00
dan Cadangan Pangan
CAG.001 Sarana
7,000,000,004  7,000,000,00 7,000,000,00 7,000,000,00 7,000,000,00 7,000,000,00 7,000,000,00( 7,000,000,00 -

Logistik Pangan

Penyaluran Cadangan
Pangan Pemerintah

TOTAL

36,430,340,00

2,527,459,570,00

2,527,459,570,00

7,614,930,614,00

8,922,080,628,00

8,922,080,628,00

8,922,080,628,00

24,963,150,00

24,963,150,00

61,393,490,00

2,552,217,720,00

2,552,217,720,00

7,639,683,764,00

8,946,833,778,00

8,946,828,678,00

8,929,819,651,00
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[1.3. Perjanjian Kinerja Tahun 202 5

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2@ telah
ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing -masing sasaran kinerja
yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Distribusi dan Cadangan
Pangan Nasional untuk mendukung Perjanjian Kinerja Deputi Ketersediaan dan
Stabilitas Pangan dan Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 20%. Secara rinci, PK
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari 2 (dua) indikator utama dalam
Perjanjian Kinerja per tanggal 19 Agustus 2025 sejak terbitnya DIPA Revisi ke 13
Badan Pangan Nasional sdagai berikut:

Tabel. 2 Perjanjian Kinerja Lingkup Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan

Tahun 2025
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN 2025
1 Tersedia dan 1 | Rasio pemenuhan cadangan 80 %
terkelolanya pangan

cadangan pangan

2 | Jumlah pengelolaan cadangan | 3-3,5Juta
beras pemerintah Ton

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 202 5
tersaji dalam Lampiran 1. Cara perhitungan capaian indikator kinerja sasaran
kegiatan tersebut terlampir dalam dokumen manual Perhitungan Indikator Kegiatan
Utama (IKU ) pada Lampiran 2.

Il.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasarankinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang
matang dan terukur. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan telah menyusun
Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk
memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian
sasaran kinerja. Rencana aksi kinerja ini memberikan informasi mengenai jenis dan
waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana
hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kierja.

Dengan adanya rencana aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Direktorat
Distribusi dan Cadangan Pangan dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui
pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang
telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 205 Badan Pangan Nasional telah secara mandiri menggunakan
bagian anggaran (BA) 125 milik Badan Pangan Nasional. Alokasi anggaran Direktorat
Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai DIPA sebesar Rp8.946.828678000-,
sedangkan pagu non blokir yang dapat digunakan hanya sebesar
Rp8.929819651000-. Kegiatan utama berdasarkan Klasifikasi Rincian Output
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(KRO)/Rincian Output (RO) yang dilaksanakan pada tahun 2025 tersaji sebagaimana

tabel 3 berikut.

Tabel. 3 Alokasi Anggaran dan Volume Kegiatan Direktorat Distribusi dan
Cadangan Pangan Tahun 2024

PROGRAM, KEGIATAN, K
DAN RO

ANGGARAN (R

FISIK

ANGGARAN
NON BLOKIR

(Rp)

FISIK

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi

PaBgakualitas

Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasoka

n dan Harga Pan

an

JUMLAH

8.94682867800
0

8.92981965100
0

AEA

Koordinasi

AEAO003

Koordinasi,
Sosialisasi,
Bimtek,
Monev dan
Pelaporan
Distribusi
dan
Cadangan
Pangan

10.753.150000

1 Kegiata

6599177000

1 Kegiatarn

AFA

Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

AFA.003

NSPK
Distribusi
dan
Cadangan
Pangan

1.994900000

14 NSPK

377521000

4NSPK

PBR

Kebijakan Bidang Pertanian d

an Perikanan

PBR.003

Rekomenda
i Kebijakan
Distribusi
dan
Cadangan
Pangan

4.000.000.00(

6
Rekomenda

Kebijakar

599.954.00

4
Rekomendas
kebijakar

RAG

Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan L

RAG.001

Sarana
Logistik
Pangan

7.000.000.00(

4 Unit

ingkungan Hidup

- Unit

QMA

Data dan Informasi Publik

QMA.00
3

Data dan
Informasi
Distribusi
dan
Cadangan
Pangan

1.0000@®.000

1 Data

162.371.00

1Data

BEC

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah

BEC.003

Penyaluran
Cadangan
Pangan

Pemerintah

8.92208062800
0

316277480

5Paket

8.92208062800
0

316277480
5 Pakel
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BAB |l AKUNTABILITAS KINERJA

l1l.1. Pengelolaan Kinerja

Capaian Kinerja Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2024
menggunakan sasaran strategis danindikator dalam Renstra Badan Pangan Nasional
Tahun 20222024 maupun Renstra Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan
20222024. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian
kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator
sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja
dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencap aian
sebagai berikut

1. Sangat Baik : Jika capaian kinerja > 90 %
2. Baik : > 80%- 90%

3. Cukup Baik : > 60%- 80%

4. Kurang Baik : > 50%- 60%

5. Sangat Kurang Baik : 050 %

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan maximize
target Maximize targetadalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan
target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Adapun Rumus penghitungan
keberhasilan pencapaian indikator kinerja Direktorat Distribusi dan Cadangan
Pangan adalah sebagai beikut :

Maximize target "O¢ 'Q @ Gin & Qi

primtb

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk
memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan
pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar
menyimpulkan kemajuan kinerja, meng ambil Tindakan dalam rangka mencapai
target kinerja yang ditetapkan dalam menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan
dan sasaran.

II.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian
kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk
menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kedeputian Ketersediaan dan Stabilisasi
Pangan. Kinerja sasaan strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan

pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur

Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2025. Capaian kinerja Direktorat Distribusi

dan Cadangan Pangan Pada Sasarai egiatan (SK) Tahun 2025 sebagai berikut:
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Tabel. 4 SasaranKegiatan dan Target IKU Direktorat Distribusi dan Cadangan
Pangan Tahun 2025

NO SASAR INDIKATOR TARGE PROGRE | PROGR
AN KINERJA T S ESS
KEGIA s/d TW CAPAI
TAN 1 AN
1 Tersedia | 1 | Rasiopemenuhan 80 % 12868% 16095%
dan cadangan pangan Sangat
terkelola Baik
nya
Cadanga 2 Jumlah 3-3,5 4,50 Juta 128,68%
n pengelolaan Juta Ton Ton Sangat
pangan cadangan beras Baik
pemerintah

Dari tabel 4 diatas, indikator kinerja Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan
diukur dan dilaporkan secara Tahunan. Namun jika dihitung berdasarkan manual
IKU dan realisasi perkembangan per triwulan untuk masing-masing indikator
kinerja diperoleh capaian sebagaimana tercantum dalam Tabel 4

Penjelasan secara rinci untuk masingmasing indikator sebagai berikut

a) Rasiopemenuhan cadangan pangan(beras)

Sesuai dengan manual perhitungan IKU sebagaimana terlampir dalam
dokumen pelaporan ini, rasio pemenuhan cadangan pangan diperhitungkan
berdasarkan jumlah cadangan pangan beras yang dikelola baik oleh Perum
BULOG selama Tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah minimal cadangan
beras pemerintah yang dikelola sejumlah 3.500.000 ton sesuai dengan
Kepbadan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
Badan Pangan Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan
Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan
Pangan Pemerintah Tahun 2025 Secaratotal, sampai dengan bulan September
2025 cadangan panganberas yang dikelola oleh pemerintah melalui Perum
BULOG dan BUMN Pangan mencapai 4.50391800 ton, sehingga progres
kinerja berdasarkan indikator rasio tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

Yol GO0 a Q@ES ('O M E MQibE "IBE & T C L
BY'Q & & Qi i"CGihd £ N'Q0 G ¢ o &
B YE 0ldE "TBE Qb hadxna0d £ & o

8 8 = W b
8 8 pnmbPpclwy

b

Jika dibandingkan terhadap target kinerja Tahun 2025 sebesar 80%, maka
capaian kinerja indikator per Triwulan Il mencapai 160,85% dengan kategori
Sangat Baik Hal tersebut didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun
2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta
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b)

Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah yang diterbitkan sejak 27 Maret 2025
guna mendukung pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras
dalam negeri serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah guna
meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras
dan peningkatan pendapatan petani. Inpres tersebut kemudian
ditindaklanjuti oleh Badan Pangan Nasional melalui Kepbadan Nomor 40
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor
591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian
Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
Tahun 2025 Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan surat Kepala
Badan Pangan Nasional Nomor 24/TS.03.03/K/1/2025 tanggal 24 Januari
2025 Badan Pangan Nasional menugaskan Perum BULOG untuk
melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri Tahun 2025 deran
target 3 (tiga) juta ton setara beras Pengadaan Beras dalam negeri dimaksud
dengan ketentuan target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton
beras berasal dari gabah kering panen, gabah kering giling, dan/atau beras
dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500,00 per kg untuk Gabah
Kering Panen dengan segala kualitas di tingkat petani.

Jumlah pengelolaan cadangan beras pemerintah

Sampai dengan bulan September 2025, berdasarkan Laporan Managerial
Perum BULOG, jumlah cadangan beras pemerintah yang dikelola melalui
Perum BULOG sebesar4.503918ton meliputi stok awal 2025 ¢arry overTahun
2024) sebesar 1.792.331 tonSehingga jika dibandingkan dengan jumlah
minimal cadangan beras pemerintah yang dikelola sejumlah 3.000.000
3.500.000 ton sesuai Kepbadan Nomor 40 Tahun 2025, makaprogres kinerja
berdasarkan indikator rasio tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

6O OROEAMNE QQa & @ GddE SOBIE R G Qi WY@ @& T v

00 AW BWEANQQU & a

———ee— s p
uoaﬁmﬂa@wws(ﬂ)QQaE&[E)
8 8 bpclpuwb
8 8 pnmbPp gy

progress capaian kinerja indikator per Triwulan Il telah mencapai 128,68%
dengan kategori Sangat Baik .

Dapat diinformasikan bahwa b erdasarkan laporan manajerial Perum BULOG
per 30 September2025, total pengadaan CBP sampai dengarSeptember2025
mencapai sebesar3.068029 ton terdiri dari pengadaan dari dalam negeri
sebesar 2.997.629ton dan pengadaan dari luar negeri sebesar 70.400 ton
Secara rinci realisasi pengadaan beras untuk CBP periode s.d. bulan
September2025 tersaji pada Tabeb.

Tabel. 5 Rincian Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulan
September 2025
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. Pengadaan (ton)
No Rincian Pengadaan CBP 2025 s/d September2025
1 | Realisasi Pengadaan Beras CBP 730.127
2 | Realisasi Gabah Setara Beras 1.916.237
Total Pengadaan Dalam Negeri 2.646.364
Total Pengadaan Luar Negeri 70.400
Jumlah Pengadaan (DN+LN) 2.716.764

SumberLaporan ManageriaPerum BULOG diolah Bapanas, 2025

Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 12 Tahun 2023
menyebutkan penyaluran CBP dilakukan untuk menanggulangi: a)
kekurangan pangan, b) gejolak harga pangan, c) bencana alam, d) bencana
sosial, dan/atau e) keadaan darurat. Penyaluran CBP juga termasuk dalam
rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk: a) stabilisasi harga
pangan, b) mengatasi masalah pangan, c) mengatasi krisis pengan, d)
pemberian bantuan pangan, €) kerjasama internasional, f) pemberian bantuan
pangan luar negeri, dan/atau g) keperluan lain yang ditetapkan pemerintah.
Penyaluran beras SPHP, pemberian bantuan pangan, dan penyaluran bencana
dan keadaan darurat menjadi salah sau bentuk outlet dalam mendukung
pengelolaan stok CBP secara dinamis.

Berdasarkan hasil Rakortas bersama Bapak Presiden Rl mengenai Ketahanan
Pangan tanggal 26 November 2024 agar dilaksanakan penyaluran beras SPHP
bulan Januari-Februari 2025 masingmasing sebesar 150.000 ton dan
penyaluran bantuan pangan beras bulan JanuariFebruari 2025 kepada 16 juta
penerima dengan menggunakan data Regsosek Bappenas. Berdasarkan hasil
Rakortas tanggal 21 Februari 2025, penyaluran CBP untuk kegiatan Stabilisasi
Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tingkat konsumen dilaksanakan hanya
sampai bulan Maret 2025.

Berdasarkan hasil rakortas bidang pangan tanggal 31 Januari 2025, untuk
penyaluran bantuan pangan dilakukan penunda an setelah panen raya,
sehingga pelaksanaan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan
beras Tahun 2025 dilakukan perubahan terhadap waktu, jumlah penerima
dan penggunaan data PenerimaBantuan Pangan (PBP). Hasil Rapat terbatas
yang dipimpin Presiden RI tanggal 12 Juni 2025, bahwa penyaluran bantuan
pangan beras untuk stimulus ekonomi triwulan 1l Tahun 2025 akan dilakukan
untuk alokasi bulan Juni-Juli 2025. Penyaluran untuk pemberian bantuan
pangan beras diberikan kepada 18.277.083 PBP menggunakaata Tunggal
Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial. PBP
mendapatkan Bantuan Pangan Beras sejumlah 10 (sepuluh) kilogram per
bulan untuk alokasi bulan Juni dan Juli Tahun 2025 yang diserahkan 1 (satu)
kali penyaluran. Realisasi penyaluran sampai per tanggal 30 September 2025
yaitu telah disalurkan sebanyak 363.966.640 kgatau sebesar 99,57%.
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 15 September 2025, pemerintah
akan kembali menyalurkan CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras
sebagai salah satu program Paket Stimulus Ekonomi 2025. Hasil rapat
memutuskan untuk melakukan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan
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pangan berupa beras selama 2 (dua) bulanalokasi, yaitu bulan Oktober dan
November tahun 2025. Jumlah beras yang akan diberikan sebanyak 10
kg/PBP per alokasi bulan. Penyaluran dilakukan 1 kali sehingga PBP
mendapatkan 20 kg dalam satu kali penyaluran.

Dalam rakortas tanggal 12 Juni 2025 tersebut juga diputuskan untuk kegiatan
SPHP disepakati agar disalurkan untuk 6 bulan ke depan yaitu Juni sampai
dengan Desember 2025 sejumlah 1,3 juta ton. Pada bulan Juli, beras SPHP
mulai kembali disalurkan, sehingga realisasi penyaluran CBP periode bulan
Januari sampai dengan30 September 2025 untuk SPHP sebesar 442.527 ton.
Penyaluran CBP juga dilaksanakan untuk bencana dan keadaan darurat
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30
Tahun 2023 Tentang Penyaluran CPP Untuk Menanggulangi Bencana dan
Keadaan Darurat. Penyaluran bantuan pangan menggunakan CPP untuk
bencana dan/atau keadaan darurat dilaksanakan secara bertingkat.
Kabupaten/Kota menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah
(CPPD)nya terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pangan para korban
terdampak. Selanjutnya, jika diperlukan tambahan bantuan maka
bupati/wali kota mengajukan kepada Gubernur untuk penyaluran CPPD
Provinsi. Pada saat kebutuhan pangan diperkirakan masih kurang,
Gubernur/bupati/wali kota mengajukan permohonan kepada Badan Pangan
Nasional untuk mengalokasikan CPP untuk Bencana dan Kealaan Darurat.
Realisasi penyaluran CBP untuk menanggulangi bencana dan keadaan
darurat sampai dengan 30 September 2025aitu sebesar418,28 ton
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025, penyaluran CBP tidak
terbatasuntuk program SPHP, bantuan pangan dan tanggap darurat bencana,
serta dapat digunakan untuk keperluan lain yang ditetapkan pemerintah
berdasarkan rapat koordinasi bidang pangan, meliputi penyaluran untuk
Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan
Kepolosian Negara RI, penyaluran beras untuk program Makanan Bergizi
Gratis, dan penyediaan untuk Cadangan Pangan Pemerintah serta untuk kerja
sama internasional dan bantuan pangan luar negeri. Perum BULOG juga
melaporkan penyaluran CBP untuk kebutuhan pen ugasan pemerintah
lainnya (golongan anggaran), yaitu kepada ASN Pusat dan Otonom, TNI,
Polri, Kemendes PDT dan Transmigrasi, Kemensos, dan juga kepada
pemerintah daerah untuk CPPD. Realisasi penyaluran CBP untuk golongan
anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2025 sebesar
65.605 ton.

Secara rirgkas penyaluran CBP tersaji pada Tabel6.

Tabel. 6 Realisasi Penyaluran CBP Bulan sampai dengan September 2025

. Penyaluran (ton)
No Rincian Penyaluran CBP 2025 s/d September2025
1 | SPHP Beras 440.755
2 | Bencana dan Keadaan Darurat 418
3 | Golongan Anggaran 65.605
4 | Bantuan Pangan Beras 363.967
Jumlah Penyaluran 870.745

SumberLaporan ManageriaPerum BULOG diolah Bapanas, 2025
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Pengelolaan CBP terdiri dari stok akhir Tahun 2024/stok awal Tahun 2025 dan
pengadaan selama 2025. Per akhir bulanSeptember, stok/persediaan CBP
sebesar3.864.458 ton (jumlah tersebut sudah meliputi stok awal Tahun 2025
sebesar 1.792.331 ton). Jika dibaridgkan dengan target jumlah minimal CBP
yang dikelola berdasarkan kepbadan sebesar 3.500.000 ton maka realisasi
pengelolaan CBPhingga September2025 sudah terealisasi sebesar10,41%.

Stok CEBP

3.864.458 Ton

Stok Komersial

41.128 Ton

Total Stok Beras 3.905.586 Ton

SumberLaporan MagaerigPerum BULOG diolah Bapanas, 2025
Gambar 1. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum BULOG per 30
September 2025

Beberapa kendala/permasalahan yang muncul dalam hal pencapaian kinerja
indikator a) dan b) antara lain :

u Penyerapan gabah/beras melalui pembelian/pengadaan produksi petani
dalam negeri sebagai bagian untuk dukungan program swasembada pangan
masih terus dilakukan dengan memperhatikan panen yang masih berlangsung
di beberapa daerah. Kendala yang mungkin terjadi adalah ketersediaan
gudang dengan kapasitas yang ada perlu diantisipasi agar tidak
terjadi overloading.

u Penyerapan dilakukan melalui pembelian gabah any quality dari petani
sehingga sangat mempengaruhi kualitas input pengadaan GKP oleh Perum
BULOG

u Gabah dan/atau beras yang disimpan berupa any quality sehingga semakin
lama disimpan kemungkinan memerlukan resource dan sumber daya yang
cukup dalam hal pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama

i Penyaluran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan Periode JuniJuli 2025 :

u Beberapa wilayah kepulauan terkendala penundaan jadwal distribusi
karena harus menunggu jadwal kapal,

u Terdapat beberapa wilayah dengan akses yang sulit sehingga disalurkan
secararapel, dan kondisi keamanan wilayabh.

i Belum tersedianya mapping wilayah yang diperlukan rapel untuk
penyaluran seperti wilayah 3TP

u Jadwal penyaluran terlalu sering berubah dan tidak sesuai rencana sebagai
akibat ketersediaan beras dibeberapa kantor cabang perum BULOG dan
beberapa harus menunggu proses perawatan beras seperti imigasi dan
lain-lain
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u Kendala wilayah geografis dan cuaca yang tidak terduga sehingga
menghambat proses penyaluran

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, maka solusi yang
direkomendasikan untuk perbaiakan antara lain :

u Perum BULOG mempersiapkan tambahan kapasitas penyimpanan melalui
gudang filial dan gudang sewa

u Pemerintah dan Perum BULOG dapat bekerjasama dalam memberikan
edukasi, pendampingan, dan penyuluhan kepada petani khususnya untuk
menghasilkan GKP dengan kadar air dan kadar hampa yang lebih rendah.
Karena kinerja rendemen beras ditentukan faktor terutama seperti mutu gabah
yang digiling, penanganan pascapanen dan teknologi penggilingan padi. Mutu
gabah dimulai dari lahan petani dan proses penanganan pascapanen oleh
petani hingga menjadi GKP dan GKG.

u Kerjasama antara Gapoktan dengan para Penggiling Padi Kecil (PPK) atau
Menengah (PPM) dapat ditingkatkan. Hal ini juga dapat mendorong petani
untuk menghasilkan dan menyimpan GKG agar lebih tahan apabila hendak
disimpan/tunda jual dengan kualitas yang baik.

u Perum BULOG sesegera mungkin dapat melakukan penyaluran baik berupa
penugasan seperti bantuan pangan dan SPHP maupun penyaluranreguler dan
komersial lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

o Perum BULOG bersama Bapanas sesegera mungkin menyelesaikan
permaslaahan sesuai juknis yang berlaku sehingga penyaluran bantuan
pangan dapat berjalan baik dan lancar.

I11.3. Realisasi Rencana Aksi

Semua indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan 2 (SK2) Tersedia danterkelolanya
cadangan pangandiukur dengan periode tahunan, sehingga capaian indikator akan
terukur pada periode Triwulan Il . Untuk mencapai sasaran Kkinerja yang
diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana
aksi pencapaian IKU, Intervensi melalui aksi kegiatan Direktorat Distribusi dan
Cadangan Pangandilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut selama
periode Triwulan Il Tahun 2025 sesuai tugas dan fungsi direktorat DCP sebagai
berikut :

penyiapan koordinasi di bi dang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan
sistem distribusi pangan

penyiapan perumusan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan
pengelolaan sistem distribusi pangan

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan
pengelolaan sistem distribusi pangan

penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan
pemerintah melalui Badan Usaha Miliki Negara di bidang pangan

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan
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pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan, dan
- pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang cadangan
pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan

Rencana aksi tersebut disajikan pada jenis kegiatan, KRO dan RO pendukung IKU

dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau
perkembangannya dan dievaluasi secara periodik, setidaknya pelaporan secara
triwulanan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran
kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Gambaran umum rencana
dan realisasi dari rencana aksi pencapaian IKU Direktorat Distri busi dan Cadangan
Pangan sampai denganTriwulan Il Tahun 2025sebagaimana tabel7 berikut:

Tabel. 7 Realisasi Kegiatan Pendukung (RO) Direktorat Distribusi dan Cadangan

Pangan Periode Triwulan Il Tahun 2025
INDIKATO TAR KEGIATAN SATU s.d. TWIII PERSENTASE
R KINERJA GET PENDUKUNG AN T R (%)
205 (RO dominan)
a) Rasio 80% | Koordinasi, kegiat 1 - 75,00%
pemenuh Sosialisasi, an
an Bimtek, Monev
cadangan dan Pelaporan
pangan Distribusi dan
b) Jumlah Cadangan
pengelol | 3-3,5 | Pangan
aan juta | NSPK NSPK 14 8 75,00%
cadangan | ton | Distribusi dan
beras Cadangan
pemerint Pangan
ah Rekomendasi rekom 6 3 74,00%
Kebijakan endasi
Distribusi dan kebijak
Cadangan an
Pangan
Data dan data 1 - 75,00%
Informasi
Distribusi dan
Cadangan
Pangan
Penyaluran paket | 2.2908 | 2.2908 69,0000
Cadangan 41833 | 41833
Pangan
Pemerintah

Capaian fisik kegiatan Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan masuk ke dalam
kategori cukup baik walaupun pada awal tahun terdapat Inpres Nomor 1/2025 terkait

dengan efisiensi anggaran namun baik kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan,
koordinasi, p enyusunan NSPK maupun Dukungan Penyediaan data dan informasi
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tetap dilaksanakan secara konsisten setiap bulan berjalan normal dan terkoordinir.
Secara rinci, realisasi dari rencana aksi kegiatan pendukung pencapaian IKU
Direktorat Distribusi dan Cadangan P angan sampai dengan Triwulan Il Tahun 2025
dintervensi melalui kegiatan -kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK lingkup Distribusi dan

Cadangan Pangan

Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan dan NSPK dalam rangka

penyelenggaraan distribusi dan cadangan pangan meliputi penyusunan Kajian,

Grand Desain, Rekomendasi, Peraturan Kepala Badan, Ketetapan Kepala Badan,

Dokumen Penugasan, Petunjuk Teknis (Juknis), Panduan Kegiatan, Pedoman,

Standart Operating Prosedure (SOP), dan NSPK lainnya. Pada BulanJuni 2025,

Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan telah melaksanakan kegiatan aksi

terkait dengan penyusunan NSPK mendukung kegiatan aksi Direktorat Distribus i

dan Cadangan Pangan yang disusun selamaTriwulan Ill adalah sebagai berikut:

a) Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2025
tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadaagan Beras Pemerintah Daerah;

b) Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan

c) Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras, Jagung, dan
Kedelai Pemerintah;

d) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah;

e) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 29 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Pangan
Pemerintah;

f) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 40 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 591 Tahun
2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Remerintah dalam
Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025;

g) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 593 Tahun
2024 tentang Juknis Penyaluran Bantuan paman Tahun 2025;

h) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 212 Tahun 2025 tentang
Jenis dan Jumlah CPP serta Waktu Pelaksanaan Penyaluran CPP untuk
Bantuan Pangan Beras Periode Bulan Juni dan Juli Th 2025;

i) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 223 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Kepbadan 19/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Pengadaan Jagung untuk CJPgan

]) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 296 Tahun 2025 tentang
Juknis Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Telur Unggas Rmerintah
Daerah dan Cadangan Daging Unggas Pemerintah Daerah.
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2) Dukungan Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan

Rencana aksikegiatan Direktorat DCP juga didukung dengan Penguatan Data
dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan melalui pelaporan database
cadangan pangan pemerintah melalui Sistem Informasi Cadangan Pangan
Pemerintah pada website aplikasi sigapnasional.badanpangan.go.id.
Untuk memperkuat pengambilan kebijakan cadangan pangan nasional, penting
untuk mengintegrasikan pengembangan sistem data dan informasi cadangan
pangan sebagai acuan dalam pengambilan langkah strategis guna mendapatkan
data terupdate yang objektif secara harian/mingguan/bulanan sebagai landasan
penentu kebijakan meliputi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan
Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM).
Updating database CPP, CPPD, serta CPM/LPM melalui sistem aplikasi web
Sigap Nasional yang dilakukan setiap hari oleh Perum BULOG, dan BUMN
Pangan serta bulanan/mingguan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan
Kabupaten/Kota). Berikut ini disajikan hasil pelaporan yang dikirimkan secara
rutin baik secara manual ataupun melalui Aplikasi Web Sistem Informasi
Cadangan Pangan Nasimal (sigapnasional.badanpangan.go.id) per 30
September202% :
a) Cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Perum BULOG dan BUMN

Pangan (ID FOOD)

O Cadangan Pangan Pemerintah "

~~~~~~~~

e KEDELAI | A BAWANG MERAH| ' BAWANG PUTIH
e -Ton J -Ton | - Ton
m BULOG: -Ton -Ton m BULOG: - Ton
218 ribu Ton/bin 55 ribu Ton/bln

DAGING SAPI DAGING KERBAU|
15 Ribu Ton = 25 Ribu Ton

BULOG :  3ribuTon
1D FOOD : 22 ribu Ton

BERAS
3.905 ribu Ton

1.BULOG : 3.905 ribuTon | 4
- CBP 3.864 ribu ton

JAGUNG
72 ribu Ton

BULOG: 72 ribu Ton

- ribu Ton

BULOG: 11Ton
1D FOOD: - Ton

519 ribu Ton/bin

BULOG: - Ton

BULOG : 1Ton
ID FOOD : 17 ribu Ton

64 ribu Ton/bin 322 ribu Ton/bln

~ “IKAN KEMBUNG Summary:
MINYAK GORENG g‘ IKAN KEMBUN ®  Stok Beras di PIBC: 45.680 (2 Juni), CPPD: 7.063,68 ton;
9 ribu ki

GULA PASIR
251 ribu Ton

BULOG : 14 ribuTon
IDFOOD: 237 ribu Ton

237 ribu Ton/bin

59,53kg/kapita/thn (KKP)

BULOG :  9ribukl

IDFOOD : 380kl L]

Rata-rata konsumsi kelompok ikan kembung,lema/tatare,
banyar/banyara sebesar 2,063 Kg/Kap/tahun (BPS, 2023)

35 Ton ®  Target Angka Konsumsi Ikan (AKI) Nasiona | sebesar
455 ribu Ki/bln
Sumber:

= 1D FOOD: 35 Ton
Laporan Managerial BULOG update 30 September 2025 Pkl. 08.00

Ket: WIB dan |D FOOD update 29 September 2025

[:] stok Pangan
- Kebutuhan per Bulan

E % Stok terhadap kebutuhan bulanan

@O OO Badan Pangan Nasional
Gambar 2. Stok/Cadangan Pangan Pemerintah yang dikelola Perum

BULOG dan BUMN Pangan

b) Cadangan pangan pemerintah daerah di tingkat provinsi
Untuk CPPD Provinsi, cadangan beras per minggu ke IV September 2025 dengan
total sebesar 7.063,68 ton tersebar di 33 provinsi, sedangkan 5 (lima) provinsi
belum memiliki regulasi cadangan berapemerintah provinsi yaitu DKI Jakarta,
Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan
Secara ringkas dapat diperlihatkan dalam infografis sebagai berikut:
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( saoan CADANGAN BERAS PEMERINTAH PROVINSI
st MINGGU IV SEPTEMBER 2025

aceh

Sumut 3 Kaltara Total CBPP 7.063,68 ton
157, 1.0 ton Taston Keori
40,95 fon Sulut
Babal 1_-&'2 457 FEEII"I 111 23 ton Malut Paiua Barat Da'a
T i —22 [(Z275ton )
|

1 : :_ sulteng ] Fapua
......... 314,79 ton . r'-------' R 20,46 ton

N | e [
;' """"""""" B . ‘{ - I : ua Pegunungan
s Eeee - ‘!a T
» ol i % 4

i N | Maluku
Benghulu_ | s “ F el
Cetden— - Necrizn
i i r
!

Sumsel

NTT

; :
Lampung P ] i i Papua Selatan |
(Foton o ’
Banten | I
(5w ) (zomsm]) | 0 [ o
- i )
DK *’“E" Keteranzan -
e |

I sudah Mengelola cEPP & Ada Rezulasi - 33 Prov
I Belum Ada Regulasi - 5 Prov®

.'o- 1an P n h ® Provinsi DI Jakarts memElln\lai fond station yang m:nsrlula 45638 ton beras (per E‘yv] m]ﬂ] 5)

Gambar 3. Stok/Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

c) Cadangan pangan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota

Untuk CPPD Kabupaten/Kota, cadangan beras per September 2025 dengan total
sebesar 13.579,05 ton yang tersebar di 316 kabupaten/kota pada 31 provinsi
Secara ringkas dapat diperlihatkan dalam infografis sebagai berikut:

( saDaN CADANGAN BERAS PEMERINTAH KAB/KOTA (PER PROVINSI)
nasionaL BULAN September 2025

Total Stok 13.579,05 ton
Aceh Kaltara 316 Kab/Kota memiliki Stok CBPD
2 Sumot =l

179.6& tan _ Kalbar
_______________ (e ] |

Kaltim

I Malut Papuaﬂamtn?
........ ] Papua
,,,,,,, r
. ua Barat
o 4 m Papua Pegunu
- ) gl H ,
: : T Y. . |
Jam& ! Aalh S
EETy . ol - v
Benghulu L . E Y - i 3
* ) ] I = | maliku ¢
sumzel W . . - " ' ’ ""_ -'r#
-~ @
3 NTT ua Selatan
----- _
| TB
Keterangan ;
I kst /kota yang menyelengearakan kegiatan CPPD
I KabKota yang tidak menyelenggarakan kegiatan CFPD
= SR e

Gambar 4.Stok/Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3) Pemantauan LPM DAK Bidang Pertanian dan Pangan Tahun 2025
Pada Tahun 2025, Badan Pangan Nasional mendapatkan alokasi Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang Pertanian dan Pangan terdiri dari DAK Fisik dan DAK
Non Fisik. Alokasi DAK Fisik meliputi Kegiatan Rehabilitasi LPM dan
Penyediaan Sarana Pendukungnya kepada 16 Uni LPM, sedangkan alokasi
DAK Non Fisik meliputi kegiatan Pelatihan serta Tambahan Biaya Operasional
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kepada 50 unit LPM. Namun DAK Fisik di tunda pelaksanaan sesuai dengan
Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 202%entang efisiensi belanja
dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025

Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik saat ini baru dimulai bulan April dengan
penyelesaian revisi Rencana Pengeluaran Dana (RPD) bagi pemda kab/kota
yang mengusulkan dan persiapan kegiatan pelatihan di 50 titik lokasi LPM.
Selanjutnya pelaporan realisasi penggunaan dana dan pencapaian output
kegiatan DAK akan dilaporkan melalui sistem pelaporan DAK pada aplikasi
eSAKIP. Aplikasi telah disosialisasikandan mulai diinput oleh seluruh user
kabupaten/kota penerima DAK pada BulanJuni 2025 Berikut terlampir se baran
lokasi LPM penerima DAK Tahun Anggaran 2025 :

Penguatan LPM berupa Pelatihan & Biaya

Il Daerah Sentra Produksi Daerah Non-Sentra Produksi

Gambar 5.Sebaran lokasi LPM penerima DAK Tahun Anggaran 2025
Berikut secara rinci ditampilkan dokumentasi kegiatan pelatihan:
Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan

a) Gapoktan Subur Jaya, Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang
pada tanggal 16 Juli 2025

PELATIHAN MANAJEMEN STt KEMASAL
LPM GAPOKTAN SUBUR JAY4
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b) Gapoktan Tanijaya, Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang
pada tanggal 10 Juli 2025

c) Gapoktan Sampurna Tandaran, Desa Bleg®Iloh, Kecamatan Blega, Kabupaten
Bangkalan pada tanggal 26 Juli 2025

Bimtel

Pelatihan Managemen Stok &
Kemasan Produk LPMDes - 8

li 202!

Bimtek

Pelatihan Managemen Stok &
Kemasan Produk LPMDes

uli 2025 08;15

d) Gapoktan Oebaki, Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten TTS pada tanggal
3 Juli 2025

. PELATIHAN _ __ ‘/
MANAIEMEN STOK DAN XEMASAN
LUMBINGIPANGAN'MASYARAKAT

S CEBAX! 3 UL 2025 ‘_.._

3120251 1.13.57
°56'54,732!S 124:23127,146'E

| sl g Oebaki

Kegiatan Pelatihan Mandjérnen Stok dar'Kemasan L BMIGAPOKTA

Jalan Ta )
=Keecamatan Kolbano, Kabfipaterrdimor TengAISEIATa

" Keh’i N Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan LPM GAPOKTA

e) Gapoktan Bersatu, Desa Nobi nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS
padatanggal 1 Juli 2025

T

TJul 2025 1

;

9°49'59,866"S 124°27'3
Pelatihan Manajemen Stok dan'Kemasan LPM GAPOKTAN

Pelatihdi Manajerrwen.Sl&izda
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f)Gapoktan Karya Bersama, Desa Terusan Karya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten
Kapuas pada tanggal 5 Juli 2025

nantan Tengah

gy

i I

g) Gapoktan Sipatokkong, Desa Waetuwo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone pada
tanggal 15 Juli 2025

ATHREINE
ey

Pelatihan Manajemen SIOK
dalamrangka penguatan lumbung pangal
il 4 DAK'Non Fis

h) Gapoktan SuryaMandiri, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo
pada tanggal 26 Agustus 2025

Kampiri, Kec. Pammana, Kabupaten Waj

: 4 Kecamatan Pammana
Puskesmaspammana@/‘ 97 Kecamatan Pamma SUIaWESI Selatan
’fe Sulawesi Selatan :
¥ Indonesia Indonesia

2025-08-26(Sel) 12:32(PM

s ©) 2025-08-26(Sel) 12:31(P
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i)Gapoktan Harapan Mukti Jaya, Desa Jagabaya, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten
Garut pada tanggal 26 Agustus 2025

j)Gapoktan Sumber Agung, Desa BragungKecamatan Guluk-guluk, Kabupaten
Sumenep pada tanggal 23 September 2025

i « AL m\"

T

MEN STOK DAN KEMASAN
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT
APOKTAN SUMBER AGUNG

Pelatihan Pemasaran dan Keuangan :

a) Gapoktan Gempita, Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin Il, Kabupaten
Banyuasin pada tanggal 22 Juli 2025
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b) Gapoktan Subur Jaya, Des&idajaya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang
pada tanggal 17 Juli 2025

c) Gapoktan Tanijaya, Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang
pada tanggal 9 Juli 2025

-
| SRetpan™ )

d) Gapoktan Karya Makmur, Desa Jabalsari, Kecamatasumbergempol, Kabupaten
Tulungagung pada tanggal 8 Juli 2025

e) Gapoktan Rejeki Makmur Mandiri, Desa Dawuhan, Kecamatan Purwosari,
Kabupaten Kediri pada tanggal 223 Juli 2025
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f)Gapoktan Oebaki, Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten TTS padaggal 4
Juli 2025

LA » i Keca|
ﬂ55 58 488"8 1248 8 Kabupaten Tjgmer
e B cais &

PELATyY,

giatan Pelatihan Manajemen Pemasaran dan kettamngaok

g) Gapoktan Bersatu, Desa Nobi nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS
pada tanggal 2 Juli 2025

2 Jul 202513.28.27 ' 2 Jul2026/13.10.55
9°49'66,649°S124°27'31,731°E 9°49'56,649'S 1-24.27 SH/31"E

Pelatihah Manajemen Pemasaran dan Keuangan LPM GAPOKTAN Pelatihan. Ma;\)ajernen Pemasaran dan Keuangan [ PM™“GAPOKTAN

h) Gapoktan Sipatokkong, Desa Waetuwo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone pada
tanggal 16 Juli 2025

i) Gapoktan Mappadaelo, Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo
pada tanggal 28 Agustus 2025
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Kecamatan Majauleng Kecamatan Majauleng
Sulawesi Selatan % Sulawesi Selatan
Indonesia Indonesia

2025-08-28(Kam) 10:35(AM) Ggle 2025-08-28(Kam) 10:34(AM)

j)Gapoktan Mekar Rahayu, Desa Sindanghaji, Kecamatan Palasah, Kabupaten
Majalengka pada tanggal 28 Agustus 2025

- s O AJALENGKA T r

Palasah, 28 Agustus 2025 |
=)

RGN Ks_l;bupamen b 4
P Pamazaran dan Keuangan Gapoldan
Mal!g@r’ﬁahaw Dess Sindanghaji Kee Palassh

Hingga per akhir September, kegatan Penguatan LPM DAK NF Tahun 2025 telah
dilaksanakan di 47 lokasi LPM DAK NF baik kegiatan Pelatihan maupun Pemanfaatan
Biaya Operasional dari total 50 lokasi dengan total anggaran yang telah direalisasikan
sebesaRp2.495.491.555atau sebesa66,55%dari total anggaran DAK NF Tahap |I.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan DAK Non Fisik LPM
Tahun 2025 Tahap | :

a) Sebagian besar penerima baru dapat melaksanakan kegiatan setelah proses Revisi

RPD pada buan April dan sisanya alokasi anggaran baru masuk ke SIPD Bappeda
masingmasing untuk diproses terbit pada POK Masingnasing Kabupaten/Kota,
sehingga kegiatan baru terlaksana pada Triwulan Il (akhir April dan Awal Mei 2025)

b) Terdapat beberapa wilayah yandpelum melaksanakan kegiatan karena terkendala
ketersediaan dan keterbatasan waktu narasumber

c) Pelaksanaan pelatihan LPM tahap | dilaksanakan sekaligus 2 jenis pelatihan untuk
satu kelompok (terutama untuk kabupaten/kota yang mempunyai 2 lokasi penerima
DAK Non Fisik LPM)

d) Terdapat kabupaten/kota yang terkendala pada belum adanya instruksi pimpinan
untuk melaksanakan kegiatan pelatihan

e) Terdapat kabupaten/kota yang terkendala pada ketersediaan SDM di Dinas
Kab/Kota

f)  Terdapat kabupaten/kota yangerkendala pada kelengkapan pencairan berupa belum
tersedianya SK Bupati untuk Penetapan Gapoktan Penerima DAK Non Fisik LPM

g) Dari hasil pelatihan dengan narasumber tersebut, didapatkan hasil sbb:
1 Beberapa LPM tidak aktif (tidak memilikikegiatan), jika memiliki kegiatan namun

belum ada pencatatan pelaporan
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1 LPM belum memiliki struktur organisasi yang terinci dengan jelas sesuai dengan
spesifikasi keahlian masingnasing

i Sarana dan Prasarana (RMU, Bed Dryer, Gudang dan lantai jemur) masihlbm
dimanfaatkan secara optimal oleh penerima DAK Nonfisik

1 LPM belum memiliki proses bisnis yang jelas yang mengakibatkan

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, maka solusi yang
direkomendasikan

1 Penguatan koordinasi lebih intensif dengan dirsakab/kota pengampu kegiatan
LPM

1 Advokasi intensif dengan pengelola LPM agar dapat meningkatkan pengelolaan
cadangan pangan baik melalui penjualan komoditas pangan, jasa giling atau
penyaluran lainnya

1 Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan penguatan DA¥on Fisik LPM
melalui sosialisasi dan koordinasi lebih intensi

1 Koordinasi dan percepatan pelaporan baik secara manual maupun penginputan
melalui aplikasi sigapnasional maupun Esakip DAK Non Fisik

Pemantauan Database Pengelolaan Stok LCPM

Berdasarkan pelporan melalui sigapnasional.badanpangan.go.id per bulan September, total stok
akhir cadangan pangan masyarakat yang dimiliki oleh LPM sebesar 5.274,19 ton tersebar di 81
unit LPM pada 29 kab 14 provinsi. Berikut sebaran stok cadangan pangan masyarakat:

Seriesl |
0,05 4.285,85

Powered by Bing
© Microsoft, OpenStreetMap
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Prov/Kab/Kota [ -] H [/ taHn {G271 ! ]

-IAceh 6,00 5,58
Kab. Aceh Utara 3,00 2,76
Kab. Aceh Selatan 3,00 2,82

- Bali 3,00 0,86
Kab. Jembrana 1,00 0,05
Kab. Gianyar 2,00 0,81

— Bengkulu 3,00 4,50
Kab. Bengkulu Selatan 3,00 4,50

— Daerah Istimewa Yogyakarta 1,00 0,25
Kab. Bantul 1,00 0,25

—Jambi 6,00 6,64
Kab. Sarolangun 4,00 3,07
Kab. Tebo 2,00 3,57

- Jawa Barat 1,00 0,05
Kab. Pangandaran 1,00 0,05

- Jawa Tengah 15,00 34,05
Kab. Banyumas 4,00 2,70
Kab. Boyolali 5,00 27,80
Kab. Sukoharjo 5,00 2,15
Kab. Tegal 1,00 1,40

—Jawa Timur 6,00 877,25
Kab. Ngawi 1,00 15,00
Kab. Tuban 1,00 0,10
Kab. Jember 3,00 862,00
Kab. Trenggalek 1,00 0,15

- Kalimantan Selatan 1,00 4.285,85
Kab. Barito Kuala 1,00 4.285,85

- Kepulauan Riau 1,00 0,05
Kab. Natuna 1,00 0,05

— Nusa Tenggara Timur 8,00 6,21
Kab. Nagekeo 4,00 2,21
Kab. Sumba Timur 1,00 3,50
Kab. Ngada 3,00 0,50

— Sulawesi Selatan 10,00 14,60
Kab. Bantaeng 1,00 1,00
Kab. Wajo 4,00 2,60
Kab. Gowa 5,00 11,00

- Sumatera Barat 12,00 26,92
Kab. Agam 4,00 9,77
Kab. Dharmasraya 6,00 16,15
Kab. Tanah Datar 2,00 1,00

- Sumatera Selatan 8,00 11,38
Kota Lubuk Linggau 8,00 11,38

Grand Total 81,00 5.274,19

Gambar 21. Stok Akhir Cadangan Pangan Masyarakat per Bulan September 2025

4) Pemantauan Optimalisasi Pemanfaatan Sarpras Logistik Pangan

Realisasi rencana aksi juga diperkuat dengan hasil untervensi kegiatan dalam
penyediaan Sarana Logistik Pangan selamaTriwulan 11l . Berdasarkan Rencana
Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 20220 2024, Badan Pangan Nasional
menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pangan dan gizi, salah
satunya menjamin keterjangkauan pangan yang dilakukan melalui stabilisasi
pasokan dan harga pangan untuk memperkuat ketahanan pangan,
pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan.
Untuk p enguatan sistem logistik pangan nasional perlu didukung fasilitasi
penguatan sarana dan prasarana logistik pangan. Sarana dan prasarana logistik
pangan sangat diperlukan untuk menjaga ketersediaan dan cadangan pangan
nasional serta menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan secara
berkelanjutan. Bahan pangan memiliki karakteristik produk yang mudah rusak
(perishable) dan produksi bersifat musiman tidak merata antarwaktu dan
antarwilayah sehingga rentan mengalami losses dan fluktuasi harga. Sementara
itu, kondisi geografis Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan,
infrastruktur logistik, dan transportasi yang kurang memadai serta preferensi
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masyarakat terhadap pangan yang sangat beragam juga menjadi dasar

pentingnya pemanfaatan teknologi untuk mempert ahankan kualitas pangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan sarana dan prasarana logistik pangan selama

tahun 20222024, Badan Pangan Nasional telah memperkuat penyediaan fasilitas sarana

dan prasarana berupa Barang Milik Negara untuk pemantapan ketersediaan dan
stabilisasi pangan sebanyak 42 (empat puluh dua) unit dengan rincian sebagai
berikut:

1) Tahun 2022 sebanyak 19 (sembilan belas) unit yang tersebar di 8 provinsi
berupa 7 Cold Storage, 6 Reefer Container, 3 Air Blast Freezer dan 3 Heat
Pump Dryer,

2) Tahun 2023sebanyak 11 (sebelas) unit yang tersebar di 8 provinsi berupa 4
Cold storage, 3 Reefer Container, 3 Air Blast Freezer dan 1 Heat Pump Dryer;

3) Tahun 2024 sebanyak 12 (dua belas) unit yang tersebar di 6 provinsi berupa
2 Cold Storage, 5 Reefer Container, darb Air Blast Freezer.

Secara rinci, sebaran lokasi provinsi dan kabupaten/kota lokasi penerima sarana
dan prasarana logistik pangan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 8 Sebaran Lokasi Sarpras Logistik Pangan Tahun 20222024

Penerima
Manfaat

Tahun

Lokasi Provinsi Kab/Kota Jenis Alat

Anggaran

Sumatera Kab. Solok 2022 CS Chiller Asosiasi Bawang Merah
Barat Bawang Indonesia (ABMI) Solok
Merah
Kab. Tanah 2024 Reefer Perumda Tuah Sepakat
Datar Container
Kab. Tanah 2024 CS Unggas Perumda Tuah Sepakat
Datar
NTB Kab. Bima 2022 CS Chiller UD. Yamin
Bawang
Merah
Kab. Bima 2022 CS Chiller Asosiasi Pelaku Usaha
Bawang Bawang Merah Bima
Merah
Banten Kota Serang 2024 CS Unggas PT Agrobisnis Banten
Mandiri
Sulawesi Kota Makassar 2022 Reefer PT. Berdikari United Live
Selatan Container Stock (BULS)
Kota Parepare 2022 Reefer PT. Berdikari United Live
Container Stock (BULS)
Kab. Gowa 2023 Air  Blast PT Berdikari  United
Freezer Livestock
Kab. Sidrap 2023 Cold CV. Harapan Baru Farm
Storage
Daging
uUnggas

Laporan Triwulan I

| Tahun 2025 Direktorat DCP | 30



Lokasi Provinsi

Kab/Kota

Tahun

Anggaran

Jenis Alat

Penerima
Manfaat

Kab. Sidrap 2024 Air  Blast CV. Harapan Baru Farm
Freezer
Kota Parepare 2024 Reefer AW Factory
Container
Jawa Tengah Kota Semarang 2022 Reefer PT. Jateng Agro Berdikari
Container (Perusda)
Kab. Brebes 2022 CS Chiller Asosiasi Bawang Merah
Indonesia (ABMI) Brebes
Kota Semarang 2023 Reefer PT. Sarana Patra Jateng
Container
Kab. Boyolali 2024 Air  Blast Koperasi Mulia Jaya
Freezer
Kab. 2024 Reefer Koperasi Produksi
Karanganyar Container Pertanian dan Peternakan
Angudi Berkahing Gusti
Kab. Kebumen 2024 Reefer PT Aneka Usaha
Container Kebumen Jaya
(Perseroda)
Lampung Kab. Lampung 2022 Air  Blast CV Aulia Madina Broiler
Tengah Freezer
Aceh Kab. Pidie 2022 Heatpump Koperasi Jasa Al lzzah
Berkat JKR
Kab. Pidie 2022 CS Chiller Konsorsium Bawang
Merah Aceh
Kab. Aceh Besar 2022 Heatpump UD. Raisya Guha Tujoh
Dryer
Bali Kota Denpasar 2023 Reefer PT. GIEB Indonesia
Container
Sumatera Kota Medan 2023 Heatpump Perusahaan Umum
Utara Dryer Daerah (PUD) Pasar Kota
Medan
Jawa Timur Kota Malang 2022 CS Chiller Perusda Tugu Aneka
Bawang Usaha
Merah
Kota Malang 2022 Reefer Perusda Tugu Aneka
Container Usaha
Kepulauan Kab. Karimun 2023 Reefer PT Karya Karimun
Riau Container Mandiri (BUMD Kab.
Karimun)
Kota  Tanjung 2023 Cold Perumda PT
Pinang Storage Pembangunan Kepri
Cabai
merah
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Lokasi Provinsi

Kab/Kota

Tahun

Anggaran

Jenis Alat

Penerima
Manfaat

Jawa Barat Kab. Bandung 2022 Heatpump Poktan Tri Cipta

Kab. Bandung 2022 CS Chiller Poktan Tri Cipta

Kab. Ciamis 2022 Air  Blast Koperasi Peternak
Freezer Unggas Priangan

Kab. Ciamis 2022 Reefer Koperasi Peternak
Container Unggas Priangan

Kab. Cianjur 2022 Air  Blast RPHU PT Berdikari
Freezer

Kab. Cianjur 2022 Reefer RPHU PT Berdikari
Container

Kab. Bandung 2023 Air Blast PT. Mitra Berlian Unggas
Freezer

Kab. Ciamis 2024 Reefer Perkumpulan  Peternak
Container Ayam Priangan (PPAP)

Kab. Ciamis 2024 Air  Blast Perkumpulan  Peternak
Freezer Ayam Priangan (PPAP)

DI Yogyakarta Kab. Sleman 2023 Air  Blast PT.Janu Putra Sejahtera

Freezer

Kab. Sleman 2024 Air  Blast PT  Saliman Riyanto
Freezer Raharjo

Kab. Sleman 2024 Air  Blast PT Saliman Riyanto
Freezer Raharjo

Kalimantan Kota Samarinda 2023 Cold Perumda Varia Niaga
Timur Storage
Bawang
Merah
Kota Samarinda 2023 Cold Perumda Varia Niaga

Storage
Daging
uUnggas
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Total: 42 alat

2022:1 CS\
2024: 1 CS:1RF

2022:1C$

2023: 1RF
2024 : 2 RF; 1 ABF

* 2022:2RF 4
2023: 1 CS, 1 ABF

2022: 1¢s,1RF | 20241 1RF1ABF

2022: 1 CS, 2RF, 2 ABF, 1 HPD

Keterangan: 2023: 1 ABF = 3
2024 : 1 RF, 1 ABF 2023 : 1 ABF o
@ coldstorage 2024 - 2 ABF 2023: 1 ABF %
Reefer Container o
@ ~irBlast Freezer
@ ricat fump Dryer
M Daerah SentraProduksi Daerah Non-Sentra Produksi

Gambar. Peta Sebaran Lokasi Sarpras Logistik Pangan Tahun 2022024

Pengadaan sarana dan prasarana rantai dingin tahun 2025 sementara belum dapat
dilaksanakan berkaitan dengan nota dinas PIt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional
Nomor 304/PR 02.01/A/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberitahuan
Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 lingkup Badan Pangan Nasional.

Sejak Tahun 2022 sarana dan prasarana logistik pangan tesebut telah dimanfaatkan
secara optimal untuk menyimpan komoditas pangan sesuai alat dalam rangka
mendukung ketersediaan pangan pada masa panen dan menyalurkannya pada saat
produksi pangan sedang menurun. Pemantauan pengelolaan stok yang disimpan dalam
sarpras logistik pangan baru dilakukan terhadap para pelaku usaha penerima sarpras
Tahun 20222023. Hingga Juni 2025, dapat kami laporkan, pemantauan terhadap sarana
dan prasarana rantai dingin pengadaan tahun 2022-2024 rutin dilakukan setiap bulan.
Data stok pangan sampai dengan Juni 2025 yang diolah/disimpan pada sarana dan
prasarana rantai dingin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 9 Stok Pangan yang disimpan/kelola dalam Sarpras bulan September
2025

Provinsi Kab/Kota Penerima Alat Komoditas Stok (kg)
Jawa Barat | Kab. Cianjur RPHU PT Daging Ayam 7.611,74
Berdikari
Jawa Barat | Kab. Cianjur RPHU PT Daging Ayam 58.4
Berdikari
DI Yogyakartg Kab. Sleman PT. Janu Putra | Daging Ayam 5.000,00
Sejahtera
Kalimantan |Kota Samarind{ Perumda Varia | Daging Ayam 12,65
Timur Niaga
Sulawesi Parepare AW Factory Daging Ayam 1,60
Selatan
Banten Serang PT Agrobisnis | Daging Ayam 3,42
Banten Mandiri
(Perseroda)

Laporan Triwulan Il | Tahun 2025 Direktorat DCP | 33



Provinsi Kab/Kota Penerima Alat Komoditas Stok (kg)

DIY Sleman PT Saliman Dagingayam| 68.189,56
Riyanto Raharjo

Jawa Tengalj Kebumen PT Aneka Usaha| Daging ayam| 10.005,00
Kebumen Jaya
(Perseroda)

Jawa Tengah Boyolali Koperasi Mulia Ikan 19.102,00
Jaya
Sumber : Pelaporan Manual melalui Link GDrive oleh Penerima Srapras Logistik Pangan

5) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2025

a) Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan
Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan
pangan yang cukup di masyarakat adalammelalui pengelolaan Cadangam
Pangan Pemerintah (CPP). Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan
Pangan Pemerintah. Di dalam Perpres tersebut diatur penyaluran CPP dapat
dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan, menangani
kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak
harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen. Disamping
itu, penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangkantisipasi, mitigasi
dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor
9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk
Pemberian Bantuan Pangan, penerima bantuarapgan merupakan masyarakat
miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi. Pelaksanaan
penyaluran CPP telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024. Pemerintah telah
menetapkan paket stimulus kebijakan di bidang ekonomi untuk kesejahteraan
masyarakat di tahun 2025, bantuan pangan merupakan bagian dari paket stimulus
kebijakan ekonomi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, bantuan
pangan juga sebagai upaya bersama dalam menjaga daya beli masyarakat dan
mendukung stabilitas harga pangan tedadap kenaikan Pajak Pertambahan
Nilai/PPN 12% (dua belas persen).

Berikut kronologi kebijakan penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan
Tahun 2025 :

1) Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri/Kepala
Lembaga Nomor 084/SES.M.PANGAN/UND/1 2/2024 pada tanggal 24
Desember 2024 perihal Penyampaian Kesimpulan Rapat Koordinasi
Terbatas, Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Perum
BULOG akan kembali melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan
Pemerintah untuk Bantuan Pangan Beras pada tah#t025 selama 2 (dua)
bulan yaitu JanuariFebruari 2025 sebanyak 10 (sepuluh) kilogram setiap
keluarga yang akan diberikan kepada 16.000.000 Penerima Bantuan Pangan
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2)

3)

4)

(PBP) berdasarkan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan
Perencanaan Pembangunan Namal (Bappenas). Data PBP ditentukan
berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian
PPN/Bappenas RI dan Badan Pangan Nasional tentang Pemberian Hak
Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi untuk Mendukung
Penyelenggaraan Program Qlngan Pangan Pemerintah Nomor PKS
03/SES/01/2025 dan Nomor : 01/KS.02.01/B/1/2025 tanggal 20 Januari
2025. Data PBP tersebut sudah dilengkapi dengan nama, alamat lengkap
(minimal menyebutkan desa), dan NIK.

Menindaklanjuti surat Kementerian Koordinator Bdang Pangan Nomor

083/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 5 Februari 2025 perihal

Penyampaian Risalah Lengkap Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan

31 Januari 2025, dapat diambil beberapa poin penting diantaranya:

a. Penundaan bantuan pangan beras selarhalan JanuariFebruari 2025;

b. Penghentian sementara penyaluran SPHP Beras Tahun 2025 mulai
tanggal 07 Ferbruari 2025;

c. Kebijakan pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran
kembali SPHP beras diputuskan pada rapat koordinasi terbatas
selanjutnya.

Berdasarkan hasil Rakortas Menteri terkait Tindak lanjut Stimulus Ekonomi

Triwulan 11l Tahun 2025 sesuai Surat dari Sekretariat Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor

B/EK.05/174/SES.M.EKON/05/2025 tanggal 31 Mei 2025 disampaikan

bahwa telah dibahas perkembangan terkini dari berbagai program/kebijakan

Stimulus Ekonomi yang diran@ang untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi padaTriwulan Il Tahun 2025. Salah satu tindak lanjut yang perlu

segera dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan
kewenangannya antara lain Program Penebalan Bantuan Sosial melalui

Penyaluran Bantuan Pagan (Beras) sebanyak 10 kg pada Bulan Juni dan Juli

2025 kepada 18,3 juta KPM yang bersumber dari data DTSEN atau Penerima

Kartu Sembako.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Nomor S-322/AG/AG.5/2025 tanggal 29 Juni 2025 tentang Pemberitahuan

Persetujuan Menteri Keuangan dan Permintaan Penyesuaian Dokumen atas

Permintaan Izin Penggunaan dan Pergeseran Anggaran dari BA BUN

Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Bapanas (BA 125) TA 2025

dalam rangka Penyaluran Bantuan Rayan Beras Juni s.d. Juli 2025 dan

Kurang Bayar Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam TA 2024,

usulan tambahan anggaran Bapanas (BA 125) telah mendapatkan izin

Menteri Keuangan untuk menggeser BA BUN ke BA Bapanas sebesar

Rp5.087.461.044.000 terdiri da

a. Bantuan Pangan Beras Juni s.d. Juli 2025 kepada 18,3 juta KPM @10 kg
per bulan sebesar Rp4.973.877.780.0Q0,

b. Kekurangan Bayar atas Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Daging
Ayam dan Telur Ayam Tahun 2024 sebesar Rp113.588.263.498erta

c. Biaya Optimalisasi sebesar Rp5.000.000,
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5)

6)

Sehubungan dengan surat tersebut, anggaran Banpang dapat diproses berupa

penerbitan anggaran pada DIPA berdasarkan Surat Penetapan Satuan

Anggaran Bagian Anggaran (SFSABA) sebagai dasar pelaksanaan

Penyaluran CPP untuk Bantua Pangan Beras Periode bULAN Juniuli TA

2025.

Hingga saat pelaporan ini disusun Direktorat DCP telah melakukan

persiapan berupa Sosialisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan

Pangan baik secara online maupun hybrid di beberapa kabupaten/kota

dengan pmlah penerima terbanyak. Sosialisasi tersebut terdiri dari:

a. Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan Nasional dilaksanakan di Avenzel
Hotel and Convention Bekasi pada tanggal 26 Juni 2025 .

b. Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan Bogor Raya dilaksanakan di elot
Onih Bogor pada tanggal 30 Juni 2025

c. Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan se Kabupaten Banyumas
dilaksanakan di Aston Purwokerto Hotel & Convention Center pada
tanggal 30 Juni 2025,

d. Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan-#4alang Raya dilaksanakan di
Hotel Mercure Tangerang Center pada tanggal 1 Juli 2025

e. Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan-3@angerang Raya dilaksanakan
di Hotel Mercure Tangerang Center pada tanggal 4 Juli 2025

f. Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan s&bupaten Serang
dilaksanakan diAston Serang Hotel & Convention Center pada tanggal 3
Juli 2025

Selain itu, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Distribusi dan

Cadangan Pangan juga telah mengirimkan surat pemberitahuan Penyaluran
CPP untuk Pemerian Bantuan Pangan Beras kepada seloru

intansi/lembaga/pemerintah daerah terkait sebagai berikut:

a. Surat Nomor 162/TS.03.03/K/6/2025 tanggal 25 Juni 2025 kepada
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

b. Surat Nomor 163/TS.03.03/K/6/2025 tanggal 25 Juni 2025 kepada
Gubernur seluruhindonesia;

c. Surat Nomor 164/TS.03.03/K/6/2025 tanggal 25 Juni 2025 kepada
Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

d. Surat Nomor 165/TS.03.03/K/6/2025 tanggal 25 Juni 2025 kepada
Menteri Sosial Republik Indonesia; dan

e. Surat Nomor 166/TS.03.03/K/6/2025 tanggal 25 Juni 2025 kepada
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, selaku Kepala Satgas Pangan
Bareskrim POLRI.

Perkembangan Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan BeraReriode Juni
Juli Tahun 2025

Per 30 September 2025, telah disalurkan Cadangan Beras Pemerintah
(CBP) untuk Bantuan Pangan sebanyak 363.958.860 kg atau sebesar
99,57% dari total alokasi JuniJuli Tahun 2025 sebesar 365.541.660 kg.
Provinsi yang masih terhambat dalam penyaluran antara lain Maluku
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Utara (68,35%), Maluku (95,65%), Papua Tengah (81,56%), Papua
Pegunungan (95,47%) dan Papua Selatan (65,67%). Memperhatikan surat
Deputi KSP nomor 832/TS.03.03/B/09/2025 tanggal 29 September 2025
kepada Perum BULOG, penyaluran Bantuan Pangan alokasi Juni Juli
kembali diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2025 untuk kab/kota
yang belum diajukan dalam reviu APIP Bapanas yang saat ini sudah
berjalan.

Sebelumnya proses penyaluran banpang telah di perpanjang sebagai

berikut

a. Memperhatikan surat Wakil Direktur Perum BULOG nomor B-
1043/11/DP104/LR.01/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal
Perpanjangan Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2025, Deputi
Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menindaklanjuti melalui
surat Nomor 723/TS.03.03/B/09/2025 penyaluran Bantuan Pangan
diperpanjang paling lambat tanggal 30 September 2025 terhadap sisa
beras beras yang sedang dalam proses pembagian di titik bagi dan
penyelesaian administrasi.

b. Perpanjangan sampai dengan 31 Agustus 2025 sesuai dengan Surat
Perum BULOG Nomor B-932/11/DP103/LR.01/07/ 2025 tanggal 28
Juli 2025 tentang Perpanjangan Waktu penyaluran bantuan pangan
periode Juni dan Juli 2025 dan Surat Deputi KSP Nomor
611/TS.03.03/B/07/2025 tanggal 30 Juli 2025.

Secara rinci dapat disampaikan infografis laporan realisasi distribusi

paket bantuan beras per 30 September 2025 sebagai berikut:

REALISASI PENVALURAN PER PROVINSI

DITERIMA PBP* (Pagu - Diterima PEP) Provinsi
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Sumber: Perum BULOG

Dinformasikan bahwa Berdasarkan Kepbadan Nomor 206 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional
Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan
Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun
2025, dalam rangka penegakan good governance dalam mekanisme
Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras maka seluruh
dokumen bukti penyaluran (BAST PBP, BA Perwakilan, SPTJM
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Pengganti, BAST Pengganti, SPTIJM kolektif, BAST Kolektif dan foto)
diunggah ke dalam aplikasi/sistem elektronik yang disediakan oleh
Perum BULOG. Penyelesaian pengunggahan (upload) dokumen bukti
penyaluran melalui sistem elektronik dilakukan paling lambat lima (5)
hari kerja setelah penyaluran. Untuk pelaksanaan pengunggahan
dokumen di wilayah -wilayah dengan kendala jaringan internet
dan/atau kekhususan dapat dilakukan segera setelah terkoneksi dengan
sistem elektronik dan jaringan internet. Agar dilakukan uplo ad
dokumen kelengkapan penyaluran dan pertanggungjawaban biaya
distribusi Bantuan Pangan Beras JuntJuli 2025 yang telah diterima PBP.
Per 30 September 2025, unggah dokumen baru terealisasi sebanyak
81.984 (98%) dari 83.459 dokumen penyaluran.

b) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Penanggulangan
Bencana Alam dan Keadaan Darurat
Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun
2022 Pasal 11 ayat (1) huruf e, Perbadan Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta sebagai
tindaklanjut pemindahan kewenangan Penyaluran Cadangan Beras untuk
Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca
Bencana dari Kementerian Sosial, Badan Pangan Nasional telah menyusun
dan menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun
2023 tentang Penyaluran CPP untuk Penanggulangan Bencana dan Keadaan
Darurat. Secara garis besar, perbadan ini diterbitkan dengan pertimbangan
bahwa untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat perlu dilakukan
penyaluran cadangan pangan pemerintah. Dalam  mekanisme
pelaksanaannya, penyaluran CPP untuk bencana alam dan keadaan darurat
melibatkan prioritas penyaluran CPPD Kabupaten/Kota dan CPPD Provinsi.
Jenis bencana yang diatur dalam perbadan dan dapat dikategorikan sebagai
kejadian yang memerlukan penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan terdiri
dari Bencana Alam (seperti : Gempa Bumi, Tsunami, Gunung Meletus, Banijir,
Kekeringan, Angin Topan, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim, dan Likuifasi),
Bencana Non Alam (seperti : Gagal teknologi, Gagal Modernisasi, Epidemi,
dan Wabah Penyakit) dan Bencana Sosial (seperti : konflik sosial
antarkelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror). Sebagai
pedoman dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan untuk
Penanggulangan Bencana Alam dan Keadaan Darurat Tahun 2024 telah
diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 20 Tahun 2024
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan
Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat.
Hingga Bulan September2025, Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan
Perum BULOG, BUMN Pangan, Dinas Urusan Bidang Pangan
Kabupaten/Kota dan Provinsi telah menyalurkan Cadangan Pangan
Pemerintah berupa Bantuan Pangan Beras dengan total sebanyaki25,76 ton
yang tersebar di 11 Kab/Kota pada 9 provinsi dengan jenis bencana sebagian
besar berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi dan erupsi gunung merapi.
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Gambar 6.Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bencana dan
Keadaan Darurat Tahun 2025

Laporan Triwulan Il | Tahun 2025 Direktorat DCP | 39










































